ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 7, TAHUN 2007

i TENTANG

"PERUBAHAN KEDUA'ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR
3*TAHUN 2003 TENTANG PFrMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
= DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
- QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2004
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Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
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i
: k»{ . i N i

5175 9
> - ~A

' bahvira untuk lebih efektif dan eﬁsiehnya tugas dan fungsi pada Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat, maka perlu meninjau kembali
Pera?uran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2003
sebagalmana telah Jiubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomdr
6 Tghun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisas1 Lembaga
Tek 1s Daerah Fabupaten Aceh Barat;

: bahwa-urituf\ patsnd tersebut per!u menetapkan dalam suatu Qanun.
Undéng-Ui+i 0 Nomer 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah (- . Kabupaten-Kabupatw dalam ' Lingkungan. Daerah -
Provinsi . .., Utara Jo.-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002

: tentalhg Pewiv iiikan Kabupaten Aceh DBarat Dﬁya Kabupaten Gayo
Lues; Klbup e \ceh Jaya Kabupalci: Nagan-Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang - ‘1ovinsi Nanggroe Aceh [arussalam.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun {9"% (entang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun |74 Nomor. 55, Tambahan
Lembaran Negai.. Nomor 30:1). . -

Undang-Undang ' 'mor 44 Tahun i testang  Penyelenggaraan

- Keistimewaan Provoii Daerah Istimew. & wh (Lembaran Negara
‘Tahun 1999 Nomor ' *.". I'nmbahan Len:t « * .1 Nomor 3893).
Undang-Undang Noover 17 Tahun 2000 o o Neuangan Negara
(Lembaran Negar Db 2003 Nomor i+, iunhahan Lembaran

. Negdra Nomor 425+

Undang-UndanE omor 1 Tahun 2004 tentang i’ icndaharaan Negara.
Und ng-Undan ‘omor 10 Tahun 2004 tentang J‘u' man Pembentukan
Peraturan Pe:: .. | :ng-undangan.

Undqrig-Undna w'omor 15 Tahun 2004 tentang . weriksaan dan
Tanggung Ja.+ “ cuangan Negara.

: Undang—Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersh.
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangsn *

antarp Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

-




11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tzhun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 4Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri' Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. '

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah.,

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah. -

17. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi LTembaga Teknis Daerah Kabupaten
Aceh Barat.

18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nom r 6 Tahun 2004 tentang Perubahan
Pertgma Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun
2003 tentang Pembentukan Susunan; Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Aceh Barat. |

foaem oo

Dengan Persetujuan Bersama

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
Dan

’ | 1 "ATIACEH BARAT

|
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MEP»—'IUTUSKAN : !
Menetapkan _  QANUN ¢ il PATEN Al I“H BAR/\T TENTANG PERUBAHAN KEDUA
: ATAS PER .1 'RAN DALIAH KABUPIATEN ACEH BARAT NOMOR 3
TAHUN 2'u-- OTENTARNG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA ik DAERAH KABUPATEN ACEH  BARAT
SEBAGAIMAL. .- 7 AH DIUBAH DENGAN QANUN KABUPATEN

ACEH BARATNC =12 ¢ TAHUN 20w

Pasal 1

-( ' * I
Beberapa ke‘gentuan dalam Peraturan Dac: * ilabupaten Acvch Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Susunan Organisast Lemb..  I'cknis Daerah Kabupaten Acc! Barat sebagaimana
telah diubah gengar1 Qanun Kabupaten Ac: - 2o iomor 6 Tabun 2004, diuba:: * uai betikut

A. Ketentuan Pasal 2 diubah. sehingga - o0 2ol 2 berburos sebagai be
Pasal 2

Dengan Qamm ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceth Barat sebagaj bemikut
Badan Pengawasan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. '
Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah,

Kantor Pertambangan dan Energi.

Kantor Pendidikan dan Pelatihan. !
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7. Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
8. Badaf Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

B. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan ditambah satu Bagian yaitu Bagian Ketujuh A,
yang berbunyi sebagai berikut :

&
Bagian Ketujuh A

¢ BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Parégraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37.a

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah
Dacrah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(2) Bacla@- Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan
‘yang bﬁrada di bawah dan bertanggung jawab kepada BuPati melalui Sekretaris Daerah. - -

I ;
(3) Kepala Badan sebagaimana i isud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan Pératuran Perundang-i: ' . yang berlaku.
_ Pasal 37. b
4
Badan Pengelola Keuangan dan ° ~wan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan Pemerintah Dacrah .. I*engelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
|
i e
Untuk menyelenggarakan tugas sebag..mana dimuksud pad. asal 37.b, Badan Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Daerah mempun; - fungsi
a. Penyusunan dan pelaksanaan kebuai\ nocongelolaan vivvaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
b. Penyusunan Rancangan APBD dan Rax J:l‘_-.i:'m Perub.hap APBD.
¢. Pelaksanaan pemungutan pendapatan i), y Ang tel.ui1 ditetapkan dengan Qanun.
d. Pelaksanaan fungsi Bendaharawan Umnn i aerah, | -
e. Penyusunan laporan keuangan yang merup; } an pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
i
Pasal 37. d |
Datam melaksanakan tugas dan fungsi, sciw nnvina dlmaksJud datam Pasal 37.b dan Pasal 37 c

Badan Pengelola Keuangan dan I\ekayaan Daerah mempunyaikewenangan :
Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, *
Mengesahklan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 3
Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penenmban dan pengeluaran Kas Daerah.
Metaksanakarx pemungutain Pajak Daerah,
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(4).

(5).

(6).
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Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan
lainnya yang telah ditunjuk.

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.

Menyimpan Uang Daerah.

Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.

Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban
Rekening Kas Umum Daerah.

Menyiapkan pelaksanaan pinj aman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.

. Melakukan pengelolaan hutang piutang daerah,

Melakukan penagihan piutang daerah.
Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah.
Menyajikan informasi keuangan daerah.
Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang untuk daerah,
Melaksanakan ketatausahaan Badan.
1

Paragraf 2
? Susunan Organisasi °

Pasal 37.e
Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
a.  Kepala Badan [
b.  Sekretaris ‘
c. Bldang Pendapatan
d.. Bidang Belanja
e, DBidang Kekayaan
f.  Bidang Verifikasi dan It van
g.  Kelompok Jabatan Fungsional,

Sekretaris, membawal. o
a. Sub Bagian Umum - I\epegawman
b. Sub Baglan Perencan 1an i Tata Usaha Keuangan,

Bidang Pcndapatan, membas ;
a. Sub Bidang Pendapatan Asi. © -« i,
b. Sub Bidang Dana Perimbang.:- * -+ Pendapatan Lain-lain,

Bidang Belanja, membawahkan :
a. Sub Bidang Anggaran dan Perm:- .:lan
b. Sub Bidang Perbendaharaan

Bidang Kekayaan, membawahkan
a. Sub Bidang Pengadaan dan Pey: .
b. Sub BMang Pengendalian dan ¢ - .o shasuan.

Bidang Verifikasi dan Pelaporar . . :ibawahkan :
a. Sub Bidang Verifikasi.
b. Sub Bidang Pembukuan dan i+ oran

Pasal 37.f

|
Uraian tugas Sekretarls Bldang dan Sub Bidang ditetapkan ?enga.n Keputusan Bupati.

Bagan struktur Orgamsam Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran ‘merupakan bagian yang tidak terplsahkan dengan Qanun ini.




Pasal Il
Qanun ini betlaku sejak tanggal ditzndangkan.

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundanggn Qanun inj dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat,

Ditetapkan di :Meulaboh
Pada Tanggh! M dpril  2007M
sy 23 Babinlawo428 H

I ACEH BARAT
Vg1 —
LAMSYAH BANTA
Biundangkan di :Meulaboh
' Pada Tanggal sl Aprid 2007 M

23 Rebiul Awal 1428 H

LEMBARAN. DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
"TAHUN 2007 NOMOR : 3.
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LAMPIRAN — QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR % TAHUN 200 -'
g B St —f - v ew on e TANGGAL  : 11 April 2007M
23 Rabiuvl Awy11428H
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
e A T R
[}
i
L
KELOMPOK r- 3 "
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN .
| | | | | | | l l _ l_ - _ UMUM DAN KEPEGAWAIAN . PERENCANAANDAN __ e s
el TATA USAHA KEUANGAN i
¥ v ¥ v
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAPATAN BELANIJA KEKAYAAN YERIFIKASI DAN
PELAPORAN
0 e 5 i I | o T
: . SUB BIDANG SUB BIDANG
== SUB BIDANG L SUB BIDANG L PENGADAAN DAN > 'VERIFIKASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH ANGGARAN DAN oo PENATAAN
PERMODALAN
e 3
SUB BIDANG : SUB BIDANG SUB BIDANG
5  DANA PERIMBANGAN DAN SUE BIDANG PENGENDALIAN DAN  PEMBUKUANDAN
PENDAPATAN LAIN-LAIN L 3|  PERBENDAHARAAN L PEMELIARAAN L PELPORAN
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